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A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negagbyerdasar atas
hukum ¢echtsstagt dan bukan Negara atas kekuasaaachtsstagt maka
kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segéayga Setiap perbuatan
harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuéétentuan tersebut
tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandutalam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“....membentuk suatu pemerintahan negara Indonesig iyeelindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dagdahekia dan

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidogagsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkiasa
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiatdasarkan

Pancasila?

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudiamisuttmikian
merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hak, J@eng bersifat terang-
terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebaggmyarakat sudah
cenderungpermissifdan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuat
hal wajar, bahkan ada yang mengusulkan adanyaidagaperjudian seperti
yang diusulkan oleh Rois Syuriah PBNU Masdar F Mdis’kepada

pemerintah agar membuat lokalisasi perjudian diaypulerpencil dengan

alasan agar devisa tidak hilang karena melihat smguwarga negara

! Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitusionalisme Indoneslakarta : Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ®d6Aim.69

2 Redaksi BukuneUndang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannakarta : Bukune’,
2010, him.1-2



Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai orangg ypaling banyak
berjudi di Singapura, yakni tepatnya di Marina Bands’

Di berbagai tempat sekarang ini banyak di buka ag@m judi togel
dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyddoa masyarakat dalam
jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisj la@mang ada kesan aparat
penegak hukum kurang begitu serius dalam menamgasalah perjudian ini
dan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempatudiar disinyalir
mempunyabeckingdari oknum aparat keamann.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yamgentangan
dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hdarta, membahayakan
bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bargsanegara. Di tinjau
dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjutdi@mpunyai ekses yang
negatif dan merugikan terhadap moral dan mentalyanakat, terutama
terhadap generasi muda. Perjudian merupakan satlalpsnyakit masyarakat
yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam psegesh dari generasi ke
generasi ternyata tidak mudah diberantas. Olehnkaite perlu diupayakan
agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian tasbgada lingkungan
sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses iggatg lebih parah untuk
akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salatu dindak

pidana (@elict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengatalitum

% Majalah Posmo Exclusiv&ontroversi Lokalisasi judiSurabaya : PT Ubede Media
Adhiwarta , Edisi Agustus 2010, him.40

4 Bambang sutiyosdktualita Hukum dalam Era Reformagakarta : Grafindo, 2004,
him.96

® Ibid,



pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa sdmdak pidana

perjudian sebagai kejahatan. Penegakan hukum pigsin& menanggulangi
perjudian sebagai perilaku yang menyimpang hanmuss tdilakukan. Hal ini

sangat beralasan karena perjudian merupakan ancgangnnyata terhadap
norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegaimghvidual maupun

ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakeraman riil atau

potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sdsial.

Masalah perjudian merupakan masalah serius yangs hditangani
sungguh-sungguh. Penegakan hukum pidana untuk ggumangan perjudian
mengalami dinamika yang cukup menarik, karena genjuseringkali sudah
dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namusidais kegiatan tersebut
sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengaketertiban sosial
masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kebijakaglalui UU No. 22 Tahun
1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidakimimilkan berbagai
keburukan nasional, maka pemerintah melegalkanaBorkakni sumbangan
dana untuk olah raga. Akhir Tahun 1987, Porkas derumenjadi KSOB
(Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengbhlann 1988 KSOB
atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkarena
menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya daaayarakat kecil dan
mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengdhlinl1988, Menteri
Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan iKioriwlll DPR

menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajanu bjudi

® Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda NawaiefaFeori-Teori dan Kebijakan
Pidana Cet.ll, Bandung :Penerbit Alumni, 1998, hal. 148



terselubung lahir tanggal 1 Januari 1989 denganan8®SB ( Sumbangan
Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang deibgaitikad baik.
Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat umpgrjudian dan penipuan
terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November p8&8rintah mencabut
dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuB®BES pada Tahun
1994/

Hukum tentang perjudian adalah suatu upaya memkagamoralitas
ke dalam hukum itu sendiri, hal ini terjadi pulandan hukum mengenai
pelacuran. Suatu siasat yang sangatlah rasiorsablalam masyarakat terjadi
suatu kampanye sosial mengenai hal-hal yang dipgndebagai suatu yang
tercela dengan tujuan mengukuhkan moralitas itddteam bentuk peraturan
yang konkrit agar dapat diterapkan lebih baik. Namhambatan demi
hambatan selalu menghadang ketika moralitas ituyarggkut keyakinan akan
nilai-nilai tertentu berupa moralitas pribadi ateelompok tertentu dalam
masyarakat. Bagi hukum lebih mudah mengatur pesbyag¢rbuatan yang
nyata-nyata berakibat gangguan pada ketertibaralsdaripada mengusung
moralitas ke dalamnya.

Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namumaaih saja
terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lagan perjudian sebagai
lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haBaskalipun dalam
mendapatkan uang dan barang itu saling suka sake diuantara para

penjudi. namun karena bahayanya lebih besar daripa@nfaatnya, maka

"Judi:Hipokrisi, Lokalisasi,Legalisasi,http://www.&kst.org/cgi-bin/list?lisid=untirtanet
8 http://forumteologi.com/blog/perjudian-mengapaajesungkam/




perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya teant. Keterangan
tersebut senada dengan pernyataan lbnu Katsir bamavdaat judi ialah
kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang tgathigat di dalamnya,
maka dari hasil itu ia dapat membelanjakannya Mikabya sendiri dan
keluarganya. Akan tetapi, manfaat daaslahultersebut tidaklah sebanding
dengan mudharat dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada
manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengémlaik agam&’

Masalah perjudian diatur dalam pasal 303 dan 38XkiHP jo UU
No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.manunjukkan bahwa
perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua paadb ytitel (bab) XIV
yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilddnDimasukkannya tindak
pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasadd@A3303 bis ke dalam
kejahatan terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitmgaag memasukkan
tindak pidana tersebut ke dalam pengartian tindd&na yang manapun yang
diatur dalam KUHP. Sehubungan dengan itu mcnurut Bammelen dan
Van  Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.AF  Lamigtan
mengatakan:”Ditinjau dari sejarahnya, penempatardalt pidana yang
dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diadland pasal 303 KUHP

sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilasudtah tepat*?

°® Hamzah Ya'quiKode Etik Dagang Menurut IslaBandung:CV Diponegoro,1984,him.143
°Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Skaikh, Tafsir Ibnu Katsir Terj.

M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung:Pustaka Imam $yaf006, him. 423-424
M eden Marpaung{ejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevemasidakarta:Sinar
Grafika. 2008, him. 80
12p AF LamintangPelik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melangdéorma-Norma
Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutagdkarta:Sinar Grafika,2009,hIm.282



Perjudian merupakan suatu kejahatan berdampak tsalges,
keluasannya dapat ditinjau dari dua segi. Dari seghg yang melakukan
tindak pidana perjudian, apakah statusnya sebagegka yang melakukan,
menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melkukaupun mereka
yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudnaisalnya tidak sedikit
orang yang sudah kecanduan berjudi, berani membistrulatau anak sendiri
atau sebaliknya seorang anak tega membunuh orangatsendiri. Dari sisi
moral berakibat dekadensi moral dan rapuhnya mentzdi seseorang.

Sedangkan dari segi agama, semua agama tidak adg ya
membenarkan apalagi mendukung berkembangnya pamjularena apapun
nama agama itu pada dasarnya mengajarkan kebegaran mendapatkan
keselamatan dunia dan akhirat. Namun yang menjaaBalah mengapa
perjudian itu masih terus terjadi, padahal sep&@ngndang-undang yang
mengatur tentang itu sudah ada berikut dengan peaersanksi pidara.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu pertarngk umenakut-
nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbugi@ena (fungspreventif),
yang kedua yaitu untuk mendidik orang yang telaHakukan perbuatan
pidana agar menjadi orang yang baik dan dapatirdaekembali dalam
masyarakat (fungsiepresi), jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum

pidana adalah untuk melindungi dan memeliharatéatdo masyarakat'

13 http://eprinstundipacid/8608

% yulies Tiena MasrianiPengantar hukum Indonesidakarta: Sinar Grafika,
2008,him.61




Deskripsi di atas dapat menunjukkan begitu besangiken mental
maupun moral yang ditimbulkan oleh tindak pidangalkatan perjudian.
Tingginya data kejahatan perjudian menunjukan bekenusnya upaya

pemerintah terhadap pelaksanaan penertiban pearjudia

Perjudian dalam Agama Islam sama dengan memakda becara

bathil, disebutkan dalam Al-Qur’an:

z z o0 82af

’Jausuetss\ui\tg_'m 3 Jhlally A 2K 3a) § 6185 Y3
953 il gy ) 913l G

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sghahgang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (jaagankamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supayau kdapat
memakan sebahagian daripada harta benda orantulaiengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”( Q.S.akjaBah: 188}
Memperoleh harta dengan cara yang bathil seperbubé curang,
menipu, mencuri, korupsi, berjudi, adalah perbugtary harus dihindari oleh
umat Islam. Asas-asas pembinaan dan pengembangekopemian yang
ditetapkan oleh syari’at Islam berlandaskan atassipr suka sama suka, tidak
merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-I&@ebagai konsekuensi dari

sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara maetpatau mendapatkan

harta, maka syari'at Islam menetapkan aturarfya.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa gntinya

semua perbuatan yang menimbulkandharatbagi diri sendiri, orang lain

!> Departemen Agama RAl-Qur'an dan Terjamahny&emarang: PT Karya Toha
Putra, 1998,him. 56
16 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islamjakarta: Sinar Grafika, 2007, him.67



maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana pemubarus mendapatkan
sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadialgnbgalaku. Hukuman
dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakanrketaman individu dan
masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan kigagmenimbulkan
kerugian terhadap anggota masyarakat baik yangbaak dengan jiwa, harta
dan kehormatan seseoraig,selain itu hukuman ditetapkan untuk
memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan testisial’®Di sisi lain
pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan kansap Syari'at Islam,

yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekatigmegakan keadildn.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam yeratperundang-
undangan, tetapi masalah tindak pidana perjudiaiaktimudah untuk
diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agasyarakat menjauhi
perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan gkekecilnya dan
terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parainkuakhirnya dapat

berhenti melakukan perjudian.

Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidampugian dalam
perspektif hukum pidana Islam, maka secara lebindaam penulis akan
membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Sathkkum Bagi Pelaku
Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tah@ri4 Tentang

Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidslaan.”

" Makhrus MunajatDekontruksi Hukum Pidana Islaipgyakarta:Logung,2004,him.52

18 A.Djajuli, Figh Jinayat(upaya menanggulangi kejahatan dalam Isjalakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000,him.25

1% Teungku Muhammad Hasbi Ash ShiddieGg/safah Hukum IslafBemarang:Pustaka
Rizki Putra, 2001,him.163



B. Rumusan Masalah
Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesé#ik sksuai dengan
titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masgdaly benar-benar fokus.

Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tligidak melebar dari

apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yandhtdisampaikan di atas, ada

beberapa rumusan masalah yang bisa diambil;

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadaplaki pidana
perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 ?

2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidanagian dalam pasal
2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidatean?

C. Tujuan Penulisan Skripsi
Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untukjaveab apa yang
telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atastda beberapa tujuan
dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana perjudian daldich No.7 Tahun 1974
dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku #ngalana perjudian
dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspekikuin pidana
Islam.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi @akgian
informasi tentang penelitian-penelitian atau kakgaya ilmiah lain yang

berhubungan dengan penelitian yang akan di tegjar éidak terjadi duplikasi
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atau pengulangan dengan penelitian yang telah elagan telaah pustaka
semua konstruksi yang berhubungan dengan penejlaiag telah tersedia kita
dapat menguasai banyak informasi yang berhubungagath penelitian yang
kita lakukari’.

Sudarto, dalam bukuny&ukum pidanamenjelaskan bahwa syarat
pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidaten adanya
perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan del&rd&/ndang-undang.
Ini adalah konsekwensi dari asas legalitas. Rumdsék ini penting artinya
sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidafetnga harus pasti.
Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apg gilarang atau apa
yang diperintahkaf

Ahmad Hanafi, dalam bukunyasas-asas Hukum Pidana Islam
menjelaskan bahwa hukumdr’zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas
jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukagh
hukum syari’at, yaitjarimah- jarimah hududiangishas-diyat?

Makhrus Munajat, dalam bukunydukum Pidana Islam Di Indonesia
menjelaskan bahwgarimah yang berkaitan dengan harta adajahimah
pencurian dan perampokan. Apabila kegaramah tersebut syarat-syaratnya
telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukurhan Akan tetapi, apabila
syarat untuk dikenakahad tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan

hukumanhad, melainkan hukumama’zir. Jarimah yang termasuk jenis ini

“Consuelo G.Sevilla, et.el., Anintroduction to research Methods Terj.Alimuddin
Tuwu,”Pengantar Metode Penelitiadakarta :Ul.Press, 1993, him.31

2L SudartoHukum pidanal, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip,1990,him.51

22 Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islad@karta:PT Bulan Bintang, 1993, him.299
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antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetmcurian yang tidak
mencapai batasisbahdan perjudiarf®

Adami Chazawi, dalam bukunyBindak Pidana Mengenai Kesopanan
menjelaskan bahwa ada lima macam kejahatan mendelaperjudian
(hazardspéllima macam kejahatan mengenai perjudian terssleatyandung
unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah kalsifat melawan hukum
dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatamgenanperjudian itu.
Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika tedta izin dari pejabat atau
instansi yang berhak memberi izin, semua perbudétam rumusan tersebut
tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dah khrena itu tidak dapat
dipidana®*

Zainuddin Ali, dalam bukunyBlukum pidana Islanmenjelaskan bahwa
perjudian adalah salah suatu tindakan kriminal yamgmbawa dampak
negatif, di antaranya, yaitu merusak ekonomi kgJaamenggangu keamanan
masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, mesghabwaktu, dan
lain-lain 2

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebabarikut
“Permainan judi berarti harus diartikan dengaraaryang luas juga termasuk
segala pertaruhan tentang kalah menangnya suabiarp&oda atau lain-lain

pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam peamperlombaan yang

%3 Makhrus MunajatHukum Pidana Islam Di Indonesi¥ogyakarta: Penerbit Teras, 2009,
him.194

24 Adami Chazawilindak pidana mengenai kesoparkakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2005,him.158

% 7ainuddin Ali,Hukum pidana IslamJakarta : Sinar Grafika, 2007, him.93
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diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendalard perlombaan-
perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-fZin.

Kartini Kartono, dalam bukuny#&atologi Sosialmenjelaskan bahwa
perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yatpartaruhkan satu nilai
atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadanya resiko dan
harapan-harapan tertentu pada peristiwa-perisgpganainan pertandingan,
perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belasti pnasilny.’

KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengdrnNG. 7 Tahun
1974 tentang Pertiban Perjudian disebutkan bahwag\lisebut permainan
judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada unyamkemungkinan
mendapatkan untung tergantung pada peruntungarkabejaga karena
permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitermasuk segala
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pem#in-lainnya, yang
tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba aermain, demikian
juga segala pertaruhan lainnya.

Skripsi Muh Arifin (NIM 2199096 / IAIN), yang bergul “Analisis
Pendapat DR.Fuad Muhammad Fahruddin tentang LoilakTTermasuk
Kategori Maisir”, menjelaskan bahwa menurut DR.Fuad Muhammad
Fahruddin, lotre tidak termasuk ke dalam kategmaisirjudi yang di
haramkan. Dengan alasan karéhat maisir/judi itu tidak terdapat disana.

Skripsi Fuji Choirul Amar (NIM 2102029 / IAIN), yanberjudul * Studi

Analisis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen tentamgi’J menjelaskan

% Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidanikarta: Ghalia Indonesia,
1962, him.220.
" Kartini KartongPatologi sosigljilid 1,Jakarta: Rajawali Pers,2009,him.58
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bahwa menurut pemikiran Ibrahim Hosen setelah mi&kak penelitian secara
mendalam dan seksama dengan mempelajash yang mengharamkan
maisir/judi, meneliti hakekatmaisir Arab dimana ayat Al-Qur'an yang
mengharamkammaisir/judi itu diturunkan dengan mempelajaiilat dan
hikmahnya kenapmaisir/judi itu diharamkan.

Sedangkan Skripsi penulis yang berjudul “Sanksi iukBagi Pelaku
Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tah@ri4 Tentang
Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidsliaan” akan membahas
dua hal pokok,yaitu, pertama perspektif hukum pedesham terhadap tindak
pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, kedukssahukum bagi
pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU7Niiahun 1974 dalam
perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian menurut hemat penulis, penelittarbelum pernah
dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalanenganalisis masalah
perjudian adalah dengan perspektif hukum pida@anis|

E. Metode Pendlitian Skripsi
1. JenisPenelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menglangendekatan
atau metode kualitatff karenanya metode pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan metode pengumpulan liteeay researci® yang

mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kaaesh. Metode ini

% Hadawi dan Mimi MartinPenelitian TerapanYogyakarta: Gajahmada University Press,
1996, him. 174.
29 Sutrisno HadiMetodologi Research,ogyakarta: Andi Ofset, 1997, him. 9
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penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaahibdukkudan artikel

yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakninber data
primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang didapat oletlipedari objek
penelitian sebagai sumber informasi yang dit&likdapun data primer
dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahu@74 tentang
Penertiban Perjudian.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang mendukung datia
tambahan bagi data primer. Data sekunder merupdéteen yang tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek pd¢iaeiya®" Sebagai
data sekunder dalam penelitian ini adalah tentampk pidana dan
perjudian yang pernah ditulis oleh orang lain. Baaa buku-buku
tersebut adalah Asas-asasHukum Pidana Islafh yang ditulis oleh
Ahmad Hanafi, buku Mukum Pidana Islam Di IndoneS$iayang ditulis
oleh Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islafh yang ditulis oleh

Zainuddin Ali, buku Aktualita Hukum dalam Era Reformasiyang

% saifuddin AzwarMetode PenelitianYogyakarta :Pustaka Pelajar, 1998, him.91
31 i
Ibid
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ditulis oleh Bambang Sutiyoso, serta Adami Chazdalam bukunya
“Tindak Pidana Mengenai Kesopariadan buku-buku lainnya yang
berhubungan dengan pokok permasalahan.
3. AnalisisData
Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penmlenggunakan
beberapa metode, yaitu:
a. Deskriptif Analisis
Deskriptif Analisis Descriptive Analisys yang bertujuan
memberikan deskripsi mengenai subyek penelitiaddsarkan data
yang diperoleh dari subyek yang diteffti. Dimana skripsi ini
merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang séljproduk Undang-
undang, maka metode tersebut dapat digunakan unarguraikan
secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudi@nunut UU No.7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
b. Analisis Isi
Analisis isi g€ontent analisys mengunakan metode ini karena
sebagian sumber data dari penelitian ini beruparnmsi dan berupa
teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis nmeigun juga
teknik analisis dokumen yang sering disebut dergatent analisys®

Di samping itu, data yang dipakai adalah data yaergifat deskriptif

*2 |bid,him.126
% Consuelo G. Sevilla.et.al.,opcit.him.85
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(data tekstular)yang hanya di analisis menurutyisifi Sehingga
menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistatiTati
F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis rhagi pembahasan
skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untukpernudah dalam
mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi, raegaris besar, untuk
memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripgalgudul “Sanksi
Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian DalamaP24JU No.7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspdi#ium Pidana Islam”,
maka penulis membaginya ke dalam lima bab yangyitelati:

BAB | PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan lat@elakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan sktgdagh pustaka, metode
penelitian  skripsi dan sistematika penulisan skripari bab ini dapat
diketahui apa yang sebenarnya melatar belakandunyer pembahasan
penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batadam rumusan masalah yang
relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan ydwegdak dicapai.
Disamping itu dapat pula dicermati metode dan plem@d® apa yang
digunakan dalam penelitian ini serta sistematikuisan.

BAB Il KETENTUAN TENTANG JARIMAH DAN MAISIR Dalam
menjelaskan landasan teori yang akan dibahas Raitgertianarimah, unsur

jarimah dan pembagiannya,pengertigmimah ta’zir,macam-macamarimah

3 Sumardi Suryabratajetodologi PenelitianJakarta:PT.Raja Grafindo Persada,
1998,him.85
% Noeng MuhadjirMetodologi Penelitian Kualitatiflakarta:Rake Sarasin, 1996,him.49



17

ta’zir dan hukumarjarimah ta’zir. Serta dibahas tentangaisir/pengertian
perjudian dalam hukum Islam, dasar hukumnya, sarnésinya.

BAB Il KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DALAM UU No.7 TAHUN 1974. Dalam Hlmini
mengemukakan tentang latar belakang munculnya UU Ndahun 1974,
selanjutnya membahas tentang perjudian dalam peifspekum positif serta
ketentuan sanksi tindak pidana perjudian.

BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM. Dalam bab ini dimulai dengan menganalisiggddenana perspektif
hukum pidana Islam tentang tindak pidana perjudialam UU No.7 Tahun
1974. Selanjutnya menganalisis bagaimana hukuenpidslam memasukan
perjudian kedalanjarimah ta’zir dan bagaimana sanksi hukum perjudian
dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspelkifilm pidana Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulamr&h-saran dan

Penutup yang merupakan bab terahir dari penulig@pssini.



